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INTISARI

Pada dasarnya pengadaan tanah dalam setiap kegiatan pembangunan yang
akukan oleh pS pemermtah harus didasarkan pada aturan yang berlaku yang jug
| mengesampingkan kesepakatan dalam suatu musyawarah an ara pihak yangnguSafanah'dengan p.hak'yang membutuhkan tan*, Dalam petafaam^a tidak
rtutuo kemungkinan adanya kendala-kendala yang harus dihadapi seperti tidakCya besa^ganti ^rugian berupa uang yang dikehendak, oleh pern^k «hd»
hak yang membutuhkan tanah, letak dan luas tanah pengganti letak dan has ton*
anukiman kembali dan lain sebagainya. Demikian pula seperti halnya yang terjad di
abupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehubungan dengan peningkatan
ota Kupang menjadi Ibukota Pemerintahan Kota, maka Ibukota Kabupaten Kupang
|g juga berada di Kota Kupang direncakan akan dipindahkan ke Kelurahan Sulamu
ecamatan Sulamu.

Dalam penelitian mi penyusun menggunakan metode penehtian survei, yang
,ana kuesioner merupakan alat pengumpul data pokok dari masyarakat yang dijadikan
impel Disamping itu juga penyusun melakukan wawancara dengan ketua-ketua adat,
)koh-tokoh masyarakat Kelurahan Sulamu dan Pemermtah Daerah Kabupaten Kupang
;rta instansi terkait memperoleh data-data primer. Data-data sekunder dalam penelitian
li diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan dan dokumentasi instansi terkait. Data-data
srsebut disajikan dalam bentuk tabel dan matriks, kemudian dianahsa menggunakan
nalaisa yang bersifat kualitatif, yang artinya diuraikan menurut mutu, sifat dan penstiwa
ukum yang berlaku.

Dari hasil penelitian bahwa bentuk pelaksanaan pengadaan tanah di Kelurahan
iulamu adalah dengan ganti kerugian berupa uang dan tanah penganti. Juga diketahui
.ula bahwa kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut
tdalah tidak cocoknya besar uang ganti kerugian yang diberikan oleh pemermtah dan
'ang dikehendaki oleh masyarakat pemilik tanah, juga terdapat sebagian pemilik tanah
^ang tidak mau melepaskan tanahnya, karena diatas tanah tersebut dijadikan rumah
inggal dan berkebun / RUBUN. Oleh karena itu upaya-upaya yang ditempuh untuk
nengatasi kendala-kendala yang timbul, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang
nelakukan penyuluhan-penyuluhan yang berkenaan dengan rencana pemindahan Ibukota
Cabupaten Kupang serta kebutuhan akan tanah, juga melakukan musyawarah dengn
cetua-ketua adat, tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Sulamu dan masyarakat pemilik
anah, yang mana memperoleh kesepakatan bahwa ganti kerugian berupa uang diberikan
;ebesar Rp. 250 /M2 (dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi) dan ganti kerugian
)erupa tanah pengganti diberikan kepada pemilik tanah, yang diatas tanah tersebut
dijadikan rumah tinggal dan berkebun / RUBUN. Yang mana tanah pengganti tersebut
lebih luas, diberikan dengan status hak milik dan disertifikatkan.
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BAB I

PENDAHULUAN

\. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang mempunyai sifat yang umk.

Tanah sebagai suatu benda mempunyai berbagai macam sifat yaitu sebagai

benda ekonomi, sebagai benda politik, sebagai benda sosial dan juga

merupakan komponen ekosistem.

Di atas tanahlah manusia berpijak bertempat tinggal ( hidup), bercocok

tanam, membangun fasilitas umum, sarana dan prasarana serta semua yang

menyangkut penghidupan dan kehidupan manusia sebagai orang perorang,

lembaga dan organisasi.

Seirama dengan lajunya pembangunan saat ini, tidak bisa dipungkin

dari kenyataan bahwa peran tanah sebagai wadah pembangunan sangat

penting, sehingga usaha mendapatkan tanah untuk pembangunan kian

meningkat. Pembangunan yang dilaksanakan itu semakin cepat dan terus

meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Sehingga disamping

keberhasilan yang dicapai, tidak tertutup adanya kekurangan yang harus

dihadapi.

Pada dasarnya pengadaan tanah dalam setiap kegiatan pembangunan,

baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta harus



Demikian pula seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Kupang Provinsi

Nusa Tenggara Timur, sehubungan dengan peningkatan Kota Kupang menjadi

Ibukota Pemerintahan Kota, maka Ibukota Kabupaten Kupang yang juga

berada di Kota Kupang, direncanakan akan dipindahkan ke Kelurahan Sulamu

Kecamatan Sulamu.

Mengingat pembangunan di Kabupaten Kupang yang tumbuh dan

berkembang dengan cepat baik fisik, perekonomian, sosial, budaya maupun

jumlah penduduk, maka harus diimbangi dengan pengaturan tata aiang

wilayah khususnya bagi pusat pemerintahan/Ibukota Kabupaten Kupang.

Ibukota Kabupaten Kupang yang berkedudukan di Kota Kupang, ditinjau dari

keadaan geografi, topografi, dan struktur tanahnya sudah tidak memadai lagi

untuk menanipung pertumbuhan aktivitas masyarakat dan pemerintah,oleh

karena itu maka pertumbuhan fisik kota tidak dapat lagi dilaksanakan sesuai

rencana tata kota. Untuk terciptanya ibukota/pusat pemerintahan yang strategis

dalam pembinaan wilayah dan sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan

nasional, serta dalam rangka pemerataan pembangunan dan keseimbangan

antar wilayah, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah

memindahkan Ibukota/Pusat Pemerintahan Kabupaten Kupang ke lokasi yang

lebih tepat dan dapat melayani perkembangan pembangunan di seluruh

wilayah Kabupaten Kupang.

Seperti halnya dengan rencana tata ruang beberapa kota di Indonesia

yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
maka tersusun pula Rencana Tata Ruang Kota Kabupaten Kupang yang



dikenal dengan istilah Rencana Induk Kota (R1K) atau istilah lain adalah

Master Plan. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RuIRk; adaiah rencaoa

pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keiestanan

pembangunan antar seklor dalam rangka penyusunan dan pengendaiian

program-program pembangunan kota (Jayadinata, i982;.

Kaitannya dengan rencana pemindahan Ibukoia Kabupaten Kupang,

Pemerintaii Daerah Kabupaten Kupang menyusun Rencana Umum lata

Ruang Kota (RUTRK) Kecamatan Sulamu sebagai Pusat

Pemerintahan/Ibukota Kabupaten Kupang yang baru. Dengan

direncanakannya Kecamatan Sulamu sebagai ibukota kabupaien yang baru,

maka pemerintaii setempat berusaha mengembangkan dan mereaiisasikan

kegiatan pembangunan di Kelurahan Sulamu Kecamatan Sulamu tersebut.

Konsekuensi logis dengan dikembangkannya pembangunan di Kelurahan

Sulamu Kecamatan Sulamu sebagai pusat pemerintahan/ibukota yang baru,

maka kebutuhan tanali sebagai wadali kegiatan pembangunan merupakan

kebutuhan yang sangat vital.

Kelurahan Sulamu Kecamatan Sulamu dipandang memenuhi syarat

antara lain jumlah penduduk belum terlalu padat, struktur dan kemampuan

tanalinya relatif baik serta lebih luas dan relatif datar apabila dijadikan ibukota

kabupaten Kupang yang baiu.Daiain iangka pelaksanaan pembangunan untuk

rencana pemindalian ibukota Kabupaten Kupang, peiniasaianan yang soring



terjadi adalali pada saat pengadaan tanah. Dalam Pasal 1 ayat (1) Keppres

55/4993 disebutkan baliwa:

Pengadaan tanah auaiaii seiiap kegiatan uniuk meiiuapaikan

tanah dengan cara memberi ganii kerugian kepada yang berhak atas

i.maii ieistmii.

Dalam pengadaan tanah untuk rencana pemindahan Ibukota Kabupaten

Kupang timbul kendaia-K.eudaia uaiain upaya peiancaian penyadaan ianaii

tersebut. Pennasaiahan dalam pelaksanaan pengadaan tanan semaKin rumu

karena tanah yang harus disediakan teiah dilekau hak, sehingga dalam

pelaksanaannya harus dilakukan dengan jalan pembebasan tanali. Juga kendaia

lain yang timbui daiam pelaksanaan pengauaan ianaii adaian udak aoauya

kesesuaian mengenai besaniya ganti kerugian yang akan diberikan kepada

pihak yang melepaskan hak atas tanahnya, tidak sesuainya '.anah pengganti,

tempat penampungan kembali yang tidak sesuai,tanah yang akan dibebaskan

dalam status sengkeia dan iaiu-iain. Untuk meiigaiasi peirnasaiaiiaii-

pennasalahan tersebut di atas, maka perlu ditempuh upaya-upaya tenentu oleh

pemenniah daerah, misainya mengadakan musyawaraii dengan masyarakat

setempat mengenai besarnya ganti kerugian yang lavak atas tanah dan benda-

benda yang betada ui aias tanah teiscbut, meuyedtakan tanaii pengganti yang

sesuai,menyediakan pemukiman serta menempatkan penduduk yang tanaii dan

bangunannya terkena pembebasan dan sebagainya. Maka tidak dapat

dipungkiri sehubungan dengan direncanakannya pemindahan ibukota



Kabupaten Kupang tersebut, upaya pengadaan tanah merupakan salah satu

kunci keberliasiian piogram peinbangunaimya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan peneiinan

dengan judui sebagai berikut:

"MIjLm l*ELARbANAAh i*ki>ijAi)AAl\ iAiSAH LiiMLjiv RENCANA

PEMlINDAMAiN IBukUIA KAburA i EN KTjPaNG DARi KOI A

KUPANG KE KELURAHAN SULAMU KECAfviATAN SULAMU

PRv^VliNSl iNUSA I LnbUAKA I IIVhjK .

B. Perumusan Masalah

Pada dasaniya pengadaan tanah dalam setiap kegiatan pembangunan

baik yang dilakukan oleh pemenntali maupun oleh pihak swasta harus

didasarkan atas kesepakatan dalam musyawarah antara pihak yang menguasai

tanah dengan pihak yang membutuhkan tanaii. Dalam pelaksanaannya tidak

tertutup kemungkinan adanya hambaian yang dihadapi pada pelaksanaan

pengadaan tanah tersebut.

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk rencana pemindahan

ibukota Kabupaten Kupang dari Kota Kupang ke Kelurahan Sulamu

Kecamatan Sulamu di Provinsi Nusa Tenggara fimur.

2. Kendala-kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan tanah

untuk rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang dari Kota Kupang

ke keluiahau Suiamu Kecamaian Suiamu di Provinsi Nusa Tenggara

Turn ir



3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang

ditimbulkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk rencana

pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang dari Kota Kupang ke Kelurahan

Sulamu Kecamatan Sulamu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Batasan Permasalahan

Pada penilitian ini penulis akan membatasi pennasaiahan pada

pelaksanaan pengadaan tanaii pertama dengan cara ganti kerugian, untuk

rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang aari Kota Kupang ke

Kelurahan Sulamu Kecamatan Sulamu berdasarkan Keppres No.55 Tahun

1993, Tentang Pengadaan Tanaii Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan pengadaan tanaii untuk

rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang di Kelurahan Sulamu

Kecamatan Sulamu.

b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan

pengadaan tanaii untuk rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang di

Kelurahan Sulamu Kecamatan Sulamu.

c. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi

kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk



rencana pemindahan ibukota Kabupaten Kupang di Kelurahan Suiamu

Kecamatan Suiamu.

2. Kegunaan Peneiitian

Adapun beberapa kegunaan penelitian yang diiakukan ini adalan sebagai

berikut:

a. Sebagai ilniu yang dapat diterapkan oieh penyusun sekenibaii ui tempat

tugas.

b. Sebagai dasai pertimbangan daiam pelaksanaan pengadaan tanali

selanjutnya bagi Pemenntali Daerah Kabupaten Kupang.



BAB VI

KES1MPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah diaraikan terdahulu maka

penyusun dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintaii Daerah Kabupaten Kupang dalam pelaksanaan pengadaan

tanaii untuk rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang di Kelurahan

Sulamu, melibatkan secara aktif peran serta ketua-ketua adat dan tokoh-

tokoh masyarakat Kelurahan Sulamu. Pada prinsipnya tanah-tanah tersebut

diserahkan secara sukarela, namun pemenntali Kabupaten Kupang tidak

mengesampingkan kewajiban untuk memberikan perlindungan dan

penghidupan kepada rakyatnya, maka pemerintah memberikan ganti

kerugian kepada masyarakat pemilik tanah yang tanahnya terkena

pembebasan untuk rencana pembangunan pemindahan Ibukota Kabupaten

Kupang yang baru, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun

1993, tentang Pengadaan Tanaii Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum. Ganti kerugian yang diberikan yakni berbentuk uang

sebesar Rp 250/M2 (dua ratus lima pululi rupiah per meter persegi) dan

kepada mereka pemilik tanah yang terbilang kecil dan secara keseluruhan

tanahnya terkena pembebasan, juga di atas tanah tersebut dijadikan rumah

tinggal dan berkebun/RUBUN diberikan ganti kemgian berupa tanaii

i_t.:i. i j : *~„_i. i~_.~ j_„ Jil :i_
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hak milik serta discrtifikatkan tanah-tanah tersebut. Yang mana

pelaksanaannya dikerjakan oleh Panitia Pengadaan Tanah, berdasarkan

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerali Tingkat II Kupang, Nomor :

448/SKEP/HK/ 1997, Tanggal 5 Mei 1997 tentang : Pembentukan Panitia

Pengadaan Tanaii Dalam Rangka Pencadangan Tanaii Untuk Lokasi

Perkantoran Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Kupang.

2. Sebagian masyarakat pemilik tanah menghendaki ganti kerugian sebesar

Rp 1.000/M2 (seribu nipiah per meter persegi) sedangkan ganti kemgian

yang ditawarkan oleh Pemerintaii Daerah Kabupaten Kupang sebesar Rp

250/M2 (dua ratus lima puluh mpiah per meter persegi). Hal ini terjadi

karena masyarakat pemilik tanaii berpendapat bahwa Pemerintaii Daerali

Kabupaten Kupang memiliki dana yang besar dalam pelaksanaan

pengadaan tanah tersebut. Juga ada sekelompok masyarakat pemilik

tanaii yang enggan melepaskan tanahnya. Hal ini terjadi karena tanahnya

hanya satu bidang saja dan terbilang sempit, juga secara keseluruhan tanaii

tersebut terkena pembebasan ditainbah lagi bahwa di atas tanaii yang

terbilang sempit tersebut dijadikan tempat tinggal/rumah dan berkebun,

yang dikenal dengan RUBUN.

3. Untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam proses pengadaan

tanaii untuk rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang di Kelurahan

Sulamu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang bersama instansi

terkait melaksanakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat Sulamu

tentang rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang dari Kota
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Kupang ke Kelurahan Sulamu dan dampak positif yang akan diterima oleh

masyarakat Sulamu, serta perlunya partisipasi aktif masyarakat Sulamu

untuk mewujudkan rencana/program pemerintah daerah Kabupaten

Kupang tersebut. Disamping itu secara khusus Pemerintah Daerali

Kabupaten Kupang bersama instansi terkait mengadakan pertemuan/

musyawarah dengan ketua-ketua adat, tokoh-tokoh masyarakat dan

masyarakat yang tanahnya akan terkena pembebasan, untuk menemukan

jalan keluar sebagai jawaban untuk mengatasi kendala-kendala yang ada.

Maka pada akhirnya diperoleh beberapa kesepakatan bersama untuk

mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu :

- Ganti kemgian yang diberikan kepada pemilik tanaii yang tanahnya

terkena pembebasan sebesar Rp 250/M2 (dua ratus lima pululi mpiah

per meter persegi), yang disesuaikan dengan anggaran yang disediakan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

- Kepada para pemilik tanah yang secara keseluruhan tanahnya terkena

pembebasan dan di atas tanaii tersebut dijadikan tempat tinggal/rumah

dan berkebun/RUBUN, diberikan ganti kemgian bempa tanah

pengganti yang lebih luas dari tanaii asalnya dan tanah tersebut

diberikan dengan status hak milik sekaligus disertifikatkan.

B. Saran

Berdasarkan analisis data sebagai hasil penelitian mengenai

pelaksanaan pengadaan tanah untuk rencana oemindahan Ibukota Kabupaten

KuDami di Kelurahan. serta kendala-kendala vanu timbul dan unaYa-unaYa
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yang diambil untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul tersebut, maka

penyusun menyarankan sebagai benkut:

- Pemerintah Daerali Kabupaten Kupang bersama instansi terkait hendaknya

melaksanakan asas keterbukaan terhadap masyarakat Kelurahan Sulamu

tentang rencana fisik/bangunan dan ketersediaan anggaran/dana.
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